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PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/14/DPM TANGGAL 17 SEPTEMBER 2014 PERIHAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA

BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK
(Surat Edaran Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 17/49/DPM,
tanggal 21 Desember 2015}

Kepada
SEMUA BANK UMUM DEVISA
DI INDONESIA

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indone-
sia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta
Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak
Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2014 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5581), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 17/15/PBI/2015 {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 223, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5743), yang selanjutnya disebut PBI, dan dalam rang-
ka memberikan penjelasan lebih fanjut atas pelaksa-
naan PBI, perlu melakukan perubahan keempat atas
Surat Edaran Bank Indconesia Nomor 16/14/DPM
tanggal 17 September 2Q14 perihal Transaksi Valuta
Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Do-
mestik, sebagaimana telah diubah beberapa kali den-
gan Surat Edaran Bank indonesia:

a. Nomor 17/15/DPM tanggal 12 Juni 2015;

b. Nomor 17/20/DPM tanggal 28 Agustus 2015;
dan

c. Nomor 17/23/DPM tanggal 30 September 2015,

sebagai berikut:

1. Di antara ketentuan butir 1.5 dan butir 1.6 disisip-
kan 3 (tiga) butir, yakni butir 1.6A, butir [.6B, dan
butir 1.5C yang berbunyi sebagai berikut:

BA. Investasi dalam bentuk Surat Berharga Bank
Indonesia dalam valuta asing tidak dapat digu-
nakan sebagai Underlying Transaksi pembe-
lian valuta asing terhadap Rupiah baik melalui
Transaksi Spot dan/atau Transaksi Derivatif.

5B Underlying Transaksi berupa pemberian kredit

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4}.

huruf c PBI diatur sebagai berikut:

a. Fasilitas pemberian kredit termasuk pem-

berian kredit antarnasabah yang belum di-
tarik, tidak dapat menjadi Underlying Tran-
saksi.

. Dalam hal Nasabah melakukan Transaksi

Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan
menggunakan Underlying Transaksi beru-
pa kredit termasuk pemberian kredit antar-
nasabah baik dalam bentuk tunai maupun
barang yang telah ditarik, nominal Trans-

aksi Valuta Asing Terhadap Rupiah paling |
banyak sama dengan nominal kredit yang |

telah ditarik.
Contoh:

Pada tanggal 10 Januari 20xx, PT B
mendapatkan komitmen kredit valuta asing
sebesar USD50,000,000.00 dari C Ltd. di
luar negeri yang merupakan perusahaan
afitiasi PT B. Kredit valuta asing tersebut
diberikan dalam bentuk tunai dan barang.

Pada tanggal 1 Februari 20xx,
PT B melakukan penarikan pinjaman
dari C Ltd. dalam bentuk tunai sebesar
USD10,000,000.00 dan dalam bentuk ba-
rang sebesar USD5,000,000.00.

Atas penarikan kredit ini, PT B dapat
melakukan pembelian valuta asing terha-
dap Rupiah melalui transaksi forward un-
tuk kepentingan lindung nilai kredit terse-
but paling banyak sebesar jumlah dari
kredit yang ditarik dalam bentuk tunai dan
barang, yaitu USD15,000,000.00.

. Dalam hal Nasabah melakukan Transaksi

Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan
menggunakan Underlying Transaksi berupa
kredit termasuk pemberian kredit antarna-
sabah yang telah ditarik, jatuh waktu Tran-
saksi Valuta Asing Terhadap Rupiah paling
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lama sama dengan jatuh waktu pelunasan
kredit yang ditarik tersebut.
Contoh:

melakukan penarikan kredit valuta asing |
dari Bank X sebesar USD2,000,000.00 |
dengan jatuh waktu pelunasan kredit pada |
tanggal 30 Juni 20xx.

PT A dapat melakukan pembelian
valuta asing terhadap Rupiah melalui |
transaksi forward paling banyak sebesar
USD2,000,000.00 dengan jatuh waktu
transaksi forward paling lama sama den-
gan tanggal pelunasan kredit yaitu tanggal
30 Juni 20xx.

5C. Underlying Transaksi penjualan valuta asing
terhadap Rupiah melalui transaksi forward
berupa kepemilikan dana valuta asing di dalam
negeri dan/atau di luar negeri sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 3 ayat (5) PBI diatur se-
bagai berikut:

a. Nominal transaksi penjualan valuta asing d.

terhadap Rupiah melalui transaksi forward
paling banyak sebesar saldo dan/atau jum-
lah kepemilikan dana valuta asing di dalam
negeri dan/atau di luar negeri.
Contoh:
Nasabah A memiliki deposito valuta asing
di Bank X sebesar USD20,000,000.00.
Berdasarkan Underlying Transaksi berupa
deposito valuta asing tersebut, Nasabah A
dapat melakukan penjualan valuta asing ter-
hadap Rupiah melalui transaksi forward pal-
ing banyak sebesar USD20,000,000.00.
b. Dalam hal dana valuta asing ditempatkan
pada instrumen vyang memiliki tanggal
jatuh waktu antara lain berupa deposito
dan/atau Negotiable Certificate of Deposit
(NCD), jatuh waktu penjualan valuta asing
terhadap Rupiah melalui transaksi forward
paling lama sama dengan jatuh waktu pen-
empatan dana tersebut.

Pada tanggal 2 Januari 20xx, PT A | c.

terhadap Rupiah melalui transaksi forward
dengan jatuh wakiu paling lama tanggal
31 Maret 20xx.

Dalam hal dana valuta asing ditempatkan |

pada instrumen yang tidak memiliki tang-
gal jatuh waktu antara lain berupa tabun-
gan atau giro, jatt;h waktu penjualan valu-
ta asing terhadap Rupiah metalui transaksi
forward tidak dibatasi.

Contoh: :
Pada tanggal 2 Januari 20xx, Nasabah A
memiliki rekening valuta asing dalam ben-
tuk tabungan sebesar USD20,000,000.00.
Atas keppmilikan dana valuta asing terse-
but, pada tanggal 2 Januari 20xx nasabah
A dapat melakukan penjualan valuta asing
terhadap Rupiah mela[ui transaksi forward
sebesar USD12,000,000.00 yang jatuh
waktu pada tanggal 2 Februari 20xx dan
sebesar USD8,000,000.00 vyang jatuh
waktu pada tanggal 2 Juni 20xx.

Dalam hal kepemilikan dana valuta asing
berupa instrumen yang tidak memiliki tang-
gal jatuh wakiu sebagaimana dimaksud
dalam butir ¢, saldo rekening valuta as-
ing pada instrumen tersebut paling kurang
sama dengan nominal penjualan valuta
asing terhadap Rupiah melalui transaksi
forward untuk sepanjang waktu transaksi
forward dimaksud. '

Contoh: :

Pada tanggal 5 Februari 20xx, PT B me-
miliki tabungan dalam valuta asing sebe-
sar USD6,000,000.00. Pada tanggal yang
sama, PT. B melakukan penjualan valuta
asing terhadap Rupiah melalui transaksi
forward sebesar USD®&,000,000.00 den-
gan jangka waktu 1 bulan. PT B harus me-
miliki saldo tabungan valuta asing dengan
jumlah paling kurang USD®8,000,000.00
selama 1 bulan ke depan sampai dengan
transaksi forward tersebut jatuh waktu.

Contoh:

Nasabah A memiliki depoéito dalam valuta 2. Setelah ketentuan butir .13 ditambahkan 1 {satu)
asing yang akan jétuh waktu pada tanggal butir, yakni butir I.14 yang berbunyi sebagai beri-
31 Maret 20xx. Atas kepsmilikan deposito kut:

dalam valuta asing tersebut, Nasabah A 14. Penjualan valuta asing terhadap Rupiah me-
dapat melakukan penjualan valuta asing lalui Transaksi Derivatif oleh Nasabah kepada
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Bank tanpa Underlying Transaksi hanya dapat

dilakukan paling banyak:

a. sebesar USD5,000,000.00 (lima juta do-
lar Amerika Serikat} atau ekuivalennya per
transaksi per Nasabah melalui transaksi
forward;

b. sebesar USD1,000,000.00 (satu juta do-
lar Amerika Serikat} atau ekuivalennya per
transaksi per Nasabah melalui transaksi
option.

3. Di antara ketentuan butir 1.2 dan butir 1.3 disi-
sipkan 1 (satu} butir, yakni butir H.2A yang ber-
bunyi sebagai berikut:
2A.Penyelesaian transaksi secara netting atas

perpanjangan transaksi (roll over), percepatan
penyelesaian transaksi (early termination),
dan pengakhiran transaksi (unwind) tidak
dapat dilakukan untuk transaksi forward jual
valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabgh
kepada Bank dengan menggunakan Underly-
ing Transaksi berupa kepemilikan dana valuta
asing di dalam negeri dan di luar negeri.

Contoh: :
Nasabah A melakukan transaksi for-
ward jual dengan tenor i bulan sebesar
USD10,000,000.00 pada tanggal 15 Janu-
ari 20xx kepada Bank C dengan forward rate
USD/IDR Rp13.000,00. Atas transaksi terse-
but, Nasabah A menggunakan simpanan valu-
ta asing pada Bank sebagai Underlying Trans-
aksi.

Setelah transaksi berjalan 2 minggu,
nilai tukar Rupiah melemah hingga mencapai
kurs spot USD/IDR Rp13.500,00, Nasabah A
ingin melakukan pengakhiran transaksi (un-
wind) atas transaksi tersebut secara netting.
Penyelesaian secara netting atas transaksi
tersebut tidak dapat dilakukan.

4. Setelah ketentuan butir 11.3 ditambahkan 1 (satu)
butir, yakni butir 1.4 yang berbunyi sebagai beri-
kut:

4, Kewajiban pemindahan dana pokok secara
penuh untuk penyelesaian penjualan valuta
asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada
Bank melalui transaksi forward dengan nomi-
nal transaksi paling banyak sebesar jumlah

tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud |

dalam Pasal 8 ayat (4} PBI diatur sebagai beri-
kut:

a. Kewajiban penyelesaian dengan peminda- |
han dana pokok secara penuh dilakukan |

pada saat jatuh waktu transaksi forward
jual.

b. Dalam hal sebelum berakhirnya kontrak

transaksi forward jual awal dilakukan per-

panjangan transaksi (roll over) atau per-
cepatan penyelesaian transaksi (early ter-
mination), kewajiban penyelesaian dengan
pemindahan dana pokok secara penuh
dilakukan pada saat berakhirnya kontrak
perpanjangan transaksi (roll over) atau
kontrak percepatan penyelesaian transaksi

{early termination).

Penyelesaian penjualan valuta asing terha-

dap Rupiah melalui transaksi forward pal-

ing banyak sejumiah threshold tidak-dapat
dilakukan melalui pengakhiran transaksi

{unwind) karena tidak terdapat peminda-

han dana pokok secara penuh.

d. Perpanjangan transaksi {roll over) atau per-
cepatan penyelesaian transaksi (early ter-
mination) sebagaimana dimaksud dalam
huruf b dapat dilakukan sepanjang didu-
kung oleh Underlying Transaksi dari trans-
aksi forward jual awal.

Contoh 1:

Perpanjangan transaksi (roll over) pen-
jualan valuta asing terhadap Rupiah melalui
transaksi forward dengan nominal transak-
si paling banyak sebesar threshold.

Nasabah A merupakan eksportir ba-
rang-barang kerajinan. Pada tanggal 15
Januari 20xx, Nasabah A melakukan ekspor
dengan nilai sebesar USD4,000,000.00
yang akan dibayar pada saat barang diteri-
ma yaitu pada tanggal 15 April 20xx.

Atas penerimaan tersebut, pada tang-
gal 15 Januari 20xx Nasabah A melaku-
kan transaksi forward jual USD/IDR kepada
Bank B sebesar USD4,000,000.00 dengan
forward rate USD/IDR Rp13.000,00 dan
jangka waktu 3 bulan {jatuh waktu pada
tanggal 15 April 20xx) dengan hanya me-
nyerahkan dokumen pendukung.

G
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Nasabah A mengalami kesulitan |
dalam produksi sehingga terjadi keterlam- |
batan pengiriman barang yang berdampak |
terhadap keterlambatan pembayaran dari |
importir di luar negeri. Pembayaran baru

akan diterima pada tanggal 15 Mei 20xx.
Atas keterlambatan tersebut, pada tanggal
13 April 20xx Nasabah A meminta kepada
Bank B untuk melakukan perpanjangan (roll

over) transaksi forward jual awal selama |
1 bulan dengan jatuh waktu pada tanggal
15 Mei 20xx. Nasabah A memperpanjang |
transaksi forward jual awal dengan cara |

membuka transaksi swap buy-sell kepa-
da Bank sebesar USD4,000,000.00 den-
gan swap rate USD/IDR Rp13.300,00.
Kurs spot USD/IDR tanggai 13 April 20xx
adalah Rp13.100,00.

Atas transaksi swap buy-sell dalam

rangka perpanjangan (roll over) tersebut,
Nasabah A wajib menyerahkan dokumen
Underlying Transaksi dari Transaksi De-
rivatif awal. ,

Pada saat perpanjangan transaksi
{roll over) dilékukan, Nasabah A mem-
bayar selisih kurs kepada Bank B sebesar
Rp400.000.000,00 yang berasal dari per-
hitungan ({(Rp13.100,00-Rp13.000,00}] X
USD4,000,000.00).

Pada tanggal 15 Mei 20xx (yang
merupakan tanggal jatuh waktu kontrak
perpanjangan transaksi forward), Nasabah
A menyerahkan USD4,000,000.00, ke-
pada Bank B untuk penyelesaian kon-
trak dan menerima Rupiah sebesar
Rp.53.200.000.000,00 (Rp13.300,00 x
UsD4,000,000.00). X

Contoh 2: ‘

Percepatan penyelesaian transaksi
{early termination) penjualan valuta asing ter-
hadap Rupiah melalui transaksi forward den-
gan nominal transaksi paling banyak sebesar
threshold.

PT C merupakan eksportir kerajinan.
Pada tanggal 10 Januari 20xx, PT C melaku-
kan ekspor barang ke luar negeri dengan ni-
iai nominal sebesar USD2,000,000.00 yang
pembayarannya akan diterima 3 bulan kemu- |
dian yaitu pada tanggal 10 April 20xx. Pada
tanggal yang sama, PT C melakukan lindung
nilai dengan transaksi forward jual valuta as-
ing terhadap Rupiah kepada Bank D sebesar
USD2,000,000.00 dengan forward rate USD/
IDR Rp13.000,00 dengan hanya menyerah-
kan dokumen pendukung.

Pada awal Maret 20xx, lini produksi
PT C melakukan percepatan produksi sehing-
ga dapat melakukan pengiriman barang 1 bu-
lan lebih cepat sehingga pembayaran dapat
diterima lebih cepat menjadi tanggal 10 Maret '
20xx.

Dengan mempertimbangkan per-
cepatan penerimaan tersebut, pada tanggal
8 Maret 20xx, PT C meminta Bank D untuk
melakukan percepatan penyelesaian transaksi
(early termination) sebesar USD2,000,000.00
dengan melakukan swap sell-buy dengan kurs
spot Rp13.100 dan swap rate Rp13.200,00.
Atas transaksi swap tersebut, PT C waijib
menyerahkan dokumen Underlying Transaksi
atas transaksi forward jual awal.

Pada tanggal 10 Maret 20xx, PT
C menyerahkan dana valuta asing sebe-
sar  USD2,000,000.00 kepada Bank
D dan menerima dana Rupiah sebesar

Penyedahan
dana pokak
Nasabah A secara penuh Rp26.200.000.000,00 {Rp13.100,00 x
Teadde Dite Mialurty Date 1 ; 4
15 an 15 Moty e USD2,000,000.00) yang diselesaikan dengan
et | pemindahan dana pokok secara penuh ({full
THE o s ﬁ:_ " movement of fund}. '
Sobastins  eeom L Sifer ] Pada tanggal 10 April 20xx dimana
i Waili menyeraitin Nasaban & transaksi forward jual jatuh waktu, PT C
e N s e hkan dana Rupiah kepada Bank D
e ey e menyerahkan dana Rupiah kepada Ban

Forward rate USOADR 13.300.00
=Setilernent Nasabah A membayar
selisih kurs dari Ban sehesar Rp 400
hsta (13 100.00-13 000 00 x 34 |uls)

sebesar Rp400,000,000.00 ((Rp13.200,00 -
Rp13.000,00) x USD2,000,000.00). .

Business News 8814/17-2-2016




| PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH |

Peryerahan dans
DOKOk SECarA penth

*

! A

_ ‘-"l‘ll’ill—-—-—-—i- | Vit
Melgrghap: deiumen urdedying
transaxs! avgl

.............................................

i » 1 C et s, ks sebesar
gl . Rt ot Bl T3.200-Rp 13,0000

o ekl USS2 jutadan
gnienmy Rp 26,7 e

Usa i

Contoh 3:
Penyelesaian penjualan valuta asing

terhadap Rupiah ‘melalui transaksi forward

paling banyak sejumlah threshoid tidak dapat
dilakukan melalui pengakhiran transaksi {(un-
wind) karena tidak terdapat pemindahan dana
pokok secara penuh.

Nasabah A melakukan transaksi for-
ward jual dengan tenor 1 bulan sebesar
USD2,000,000.00 pada tanggal 15 Januari
20xx kepada Bank C dengan forward rate
USD/IDR Rp13.000,00 dan hanya menyam-
paikan dokumen pendukung.

Setelah transaksi berjalan 2 minggu,
nilai tukar Rupiah melemah hingga mencapai
kurs spot USD/IDR Rp13.500C,00, Nasabah A
ingin melakukan pengakhiran transaksi {un-
wind) atas transaksi tersebut tanpa melaku-
kan pemindahan dana pokok secara penuh.
Hal tersebut tidak dapat dilakukan.

| 5. Di antara ketentuan buytir IIl.1 dan butir 11l.2 disisip-

kan 1 (satu) butir, yakni butir ll.1A yang berbu-

nyi sebagai berikut:

1A. Dokumen tagihan dalam valuta asing dari
transaksi yang diwajibkan menggunakan Ru-

piah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (2) PBI diatur sebagai berikut:

a. Transaksi yang diwajibkan menggunakan
Rupiah mengacu pada ketentuan Bank In-
denesia yang mengatur mengenai kewa-
jiban penggunaan Rupiah di wilayah Neg-
ara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Dokumen tagihan dalam valuta asing dari
transaksi yang dikecualikan dari kewa-
jiban penggunaan Rupiah dapat dijadikan

sebagai dokumen Underiying Transaksi
dengan melampirkan fotokopi persetujuan
pengecualian kewajiban penggunaan Ru-
piah dari Bank Indonesia.

Di antara ketentuan butir Ill.2 dan butir 11l.3 disi-
sipkan 1 {satu) butir, yakni butir lll.2A yang ber-
bunyi sebagai berikut:
2A. Bank harus menerapkan prosedur dan sistem
pengendalian dokumen (document . control/
procedure) untuk memastikan agar:
a. dokumen yang telah digunakan Nasabah
sebagai Underlying Transaksi dari Transak-
"si Valuta Asing Terhadap Rupiah tertentu
dapat digunakan untuk Transaksi Valuta
Asing Terhadap Rupiah yang lain sepan-
jang tidak melampaui nilai nominal Under-
lying Transaksi.
Contoh:

Pada bulan- Januari 20xx, Nasabah
X melakukan pembelian valuta asing ter-
hadap Rupiah melalui transaksi ferward
sebesar USD5,000,000.00 kepada Bank
A. Atas transaksi tersebut, Nasabah X
menyerahkan dokumen Underlying Trans-
aksi berupa dokumen pembayaran lisensi
kepada principal di luar negeri sebesar
USD7,000,000.00. Transaksi dilakukan di
kantor cabang Bank A di Jakarta.

Pada bulan Februari 20xx, Nasabah X
kembali berencana untuk melakukan pem-
belian valuta asing terhadap Rupiah melalui
transaksi forward dengan Underlying Tran-
saksi yang sama melalui kantor cabang
Bank A di Surabaya. Nasabah X hanya
dapat melakukan transaksi forward beli
sebesar USD2,000,000.00 karena belum
melebihi nominal Underlying Transaksi.

Dalam situasi ini, prosedur dan sistem
konirol dokumen yang dimiliki oleh Bank
harus berjalan efektif dalam memastikan
bahwa dokumen yang telah digunakan Na-
sabah sebagai Underlying Transaksi dari
Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
tertentu tidak digunakan untuk Transaksi

Valuta Asing Terhadap Rupiah yang lain |

hingga melampaui nilai nominal Underlying
Transaksi.
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b. Apabila dalam satu rangkaian aktivitas
ekonomi terdapat beberapa jenis dokumen
Underlying Transaksi maka yang dapat di-
gunakan sebagai dokumen untuk Trans-
aksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah
salah satu dari dokumen Underlying Trans-
aksi tersebut.

Contoh:

Pada bulan Februari 20xx, Nasabah
Y yang merupakan importir makanan dan
minuman memesan barang dan mener-
bitkan purchase order kepada penjual di
luar negeri. Nasabah Y melakukan pembe-
lian valuta asing terhadap Rupiah dengan
menggunakan dokumen Underlying Trans-
aksi berupa purchase crder tersebut.

Atas pembelian barang tersebut, Na-
sabah Y memperoleh invoice yang diter-

bitkan penjual di luar negeri. Atas invoice

tersebut, Nasabah Y bermaksud melaku-
kan pembelian valuta asing terhadap Rupi-
ah meskipun sebelumnya telah melakukan
pembelian dengan menggunakan dekumen
Underlying Transaksi berupa purchase or-
der. Nasabah Y tidak dapat melakukan
pembelian valuta asing terhadap Rupiah
dengan menggunakan invoice karena telah
menggunakan dokumen Underlying Tran-
saksi berupa purchase order yang berasal
dari satu rangkaian kegiatan ekonomi yang
sama.

Dalam situasi ini, prosedur dan sistem
kontrol dokumen yang dimiliki oleh Bank
harus berjalan efektif dalam memastikan
bahwa dokumen Underlying Transaksi,
misalnya berupa purchase order dan in-
voice dari kegiatan ekonomi yang sama,
tidak dapat digunakan sebagai dokumen
Underlying Transaksi atas Transaksi Valu-
ta Asing Terhadap Rupiah yang berbeda.

Di antara ketentuan butir 1ll.4 dan butir II1.5 disi-

sipkan 1 (satu) butir, yakni butir IIl.4A yang ber-

bunyi sebagai berikut:

4A. Dalam hal dokumen Underlymg Transaksi
merupakan bukti tagihan atas kegiatan pem-
belian barang dari luar negeri.(impor}, Bank
harus memastikan Nasabah menyampaikan

10.
11.

12.

dokumen yang menunjukkan bahwa barang
dimaksudkan untuk masuk dan diterima di
wilayah pabean Indonesia.

Di antara ketentuan butir 1.5 dan butir 11.6 disi-

sipkan 1 (satu} butir, yakni butir lIl.5A yang ber-

bunyi sebagai berikut:

5A_Dalam hal dokumen Underlying Transaksi atas
kegiatan perdagangan dan investasi berupa
list of invoices, Bank harus memastikan ket-
ersediaan invoices yang terdapat dalam list of
invoices.

Di antara ketentuan butir 1t1.8 dan butir lil.9 disi-

sipkan 1 (satu) butir, yakni butir lIt.8A yang ber-

bunyi sebagai berikut:

8A Dokumen Underlying Transaksi atas kepemi-
likan dana valuta asing di dalam negeri dan
di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (5) PBI antara lain berupa buku
tabungan, rekening koran, bilyet deposito,
dan bukti kepemilikan NCD.

Lampiran |l dihapus.

Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaima-
na tercantum dalam Lampiran {V yang herupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran
Bank Indonesia ini.

Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaima-
na tercantum dalam Lampiran*V yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran
Bank Indonesia ini.

Bank yang telah melakukan transaksi penjua-
lan valuta asing tertadap Rupiah melalui trans-
aksi forward di bawah jumlah tertentu (threshold)
sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia
Nomor 17/15/PBl/2014 tentang Perubahan Ke-
tiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/
PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terha-
dap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domes-
tik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5743) tetap dapat
meneruskan transaksi dimaksud sampai dengan
jatuh  waktu transaksi berdasarkan Peraturan
Bank Indonesia Nomor 16/16/PB1/2014 tentang
Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara
Bank Dengan Pihak Domestik (Lembaran Nega-
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ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 212,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5581} sebagaimana telah diubah bebera-
pa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bank In-
donesia Nomor 17/13/PBI/2015 (Lembaran Neg-

ara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 201,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5736).

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

a. butir lIl.2A mengenai prosedur dan sistem
pengendalian dokumen;

b. butir ll.4A mengenai dokumen yang menun-
jukkan bahwa barang dimaksudkan untuk ma-
suk dan diterima di wilayah pabean Indonesia;

¢. butir H.BA mengenai ketersediaan invoices
'yang terdapat dalam list of invoices:

d. Lampiran IV Dokumen Underlying Transaksi
untuk Perdagangan Barang dan Jasa di Dalam
Negeri dan di Luar Negeri;

e Lampiran V Dokumen Underlying Transaksi
untuk Investasi Berupa Direct Investment,
Portfolio Investment, Pinjaman, Modal dan In-
vestasi Lainnya di Dalam dan di Luar Negeri;

mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2016.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku
pada tanggal diterbitkan dan berlaku surut sejak tang-

' gal 7 Oktober 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
ttd.
MIRZA ADITYASWARA
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

LAMPIRAN IV

DOKUMEN UNDERLYING TRANSAKSI UNTUK
PERDAGANGAN BARANG DAN JASA DI DALAM
DAN DI LUAR NEGERI
A. Dokumen Underlying Transaksi yang Bersifat Fi-

nal

1. Fotokopi kontrak jasa konsultan,

2. Fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen
pendukung lain antara tenaga kerja asing yang
bersangkutan dengan badan usaha.

3. Dokumen kredit yang terdiri dari:

a. fotokopi surat perjanjian kredit (loan agree-

~ment) atau dokumen terkait lainnya yang

dapat menunjukkan jadwal dan jumlah
pembayaran; dan

b. fotokopi bukti peparikan kredit yang dapat
menunjukkan adanya penarikan dana, an-
tara lain mutasi rekening dari kreditur ke-
pada debitur atau bukti perintah transfer
dana berupa MT 103.

4. Fotokopi perjanjian royalti (royalty agreement)
dengan pihak asing yang disertai dengan do-
kumen pendukung lainnya.

5. Letter of Credit {L/C) dan perubahan L/C.

6. Dokumen yang bersifat tagihan atau yang
menimbulkan kewajiban pembayaran, antara
lain: _
a. Invoice atau commercial invoice dengan

masa berlaku sampai dengan tanggal jatuh

waktu (due date) invoice atau commer-
cial invoice dimaksud. Dalam hal invoice
telah melebihi tanggal jatuh waktu, invoice

tersebut dapat digunakan paling lama 3

bulan sejak tanggal jatuh waktu dengan

melengkapi:

1) MT 103 yang berisi informasi mengenai
invoice terkait; dan

2) pernyataan dari Nasabah bahwa pem-
bayaran valuta asing belum pernah di-
lakukan atas dasar invoice dimaksud.

b. Nota debet {debit note) yang informasi di
dalamnya dapat diverifikasi oleh Bank.

c. Sales Contract/Kontrak Penjualan yang
memiliki masa berlaku dan nominal yang
sesuai dengan yang tercantum dalam kon-
trak.

d. List of invoices yang didukung oleh per-
nyataan Nasabah yang berisi:

1) validitas list dimaksud;

2) tanggung jawab Nasabah untuk men-
gadministrasikan invoices dimaksud:
dan

3} komitmen penyediaan invoices apabila
dibutuhkan oleh Bank.
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e. Tagihan dalam mata uang Rupiah yang
diterbitkan oleh eksportir di luar negeri
yang dilengkapi dengan dokumen yang
mendukung kebenaran dan keabsahan

transaksi, yang mencakup informasi seb-’

agai berikut:
1) bukti penagihan dalam mata uang Rupi-
. ah dan perintah pembayarannya dalam
valuta asing yang dituangkan dalam
bentuk kesepakatan (perjanjian) dan/
atau invoice; ‘

© 2) identitas pihak yang menerima pem-
' bayaran dalam valuta aéing berupa eks-
portir di luar negeri atau pihak asing
lainnya yang ditunjuk oleh eksportir di
luar negeri;
3) kurs konversi pada tanggal transfer
dana; dan

4) bukti kegiatan transfer dana sesuai
dengan informasi pada angka 1) sampai
dengan angka 3).

7. Aktajual beli dan bukti kepemilikan pihak as-
ing atas aset terkait dengan penjualan aset di |
Indonesia yang dimiliki oleh pihak asing yang

pembelian valuta asingnya dilakukan ‘oleh pi-
hak domestik yang diberi kuasa oleh pihak as-
ing. Selanjutnya, dana valuta asing tersebut
harus ditransfer kepada rekening pihak asing
yang memberi kuasa dan dibuktikan dengan
dokumen transfer valuta asing.

. Dokumen penjualan valuta asing terhadap Ru-

piah yang berasal dari penjualan valuta asing
hasil ekspor, dengan masa berlaku paling lama
12 bulan setelah tanggal transaksi (transac-
tion date) penjualan valuta asing.

. Dokumen Underlying Transaksi untuk Keg-

iatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA}
berupa net jual KUPVA kepada nasabah dalam

1 bulan terakhir. Dokumen Underlying Trans- |

aksi tersebut dilengkapi dengan pernyataan
yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
dari KUPVA yang berisi komitmen KUPVA un-

" tuk: ]

a. mengadministrasikan dokumen jual beli
dan/atau dokumen Underlying Transaksi
dari nasabah KUPVA;

b. menyediakan dokumen Underlying Transak- 5

PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

si nasabah KUPVA apabila dibutuhkan oleh
Bank dalam hal terdapat pembelian valuta
asing oleh nasabah KUPVA kepada KUP-
VA dengan nilai melebihi USD25,000.00
(dua puluh lima dolar Amerika Serikat) atau
ekuivalennya per bulan.

10.Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
11.Fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

" Surat elektronik resmi atau facsimile
sebagai informasi tambahan dari dokumen
Underlying Transaksi berupa bukti tagih dapat
digunakan sepanjang Bank dapat memverifi-
kasi pengirim dari email atau facsimile terse-
but.

B. Dokumen Underlying Transaksi Berupa Perkiraan

1.

Proyeksi arus kas (cash flow) untuk keg-
iatan perdagangan internasional (ekspor im-
por) dan kegiatan usaha jasa travel agent
untuk jangka waktu 1 tahun ke depan,
yang disusun oleh Nasabah dan ditandatan-
gani oleh pejabat berwenang dari Nasabah
(dengan menyertakan dokumen terkait lain-

nya). Proyeksi tersebut paling kurang berisi

rincian sumber penerimaan dan pengeluaran
valuta asing yang menunjukkan selisih ber-
sih kekurangan/kelebihan valuta asing se-
cara bulanan.

Dokumen pembelian antara lain berupa pur-
chase order yang telah dikonfirmasi oleh pen-
jual dan selanjutnya dilengkapi dengan bukti
pengiriman barang. '

Perkiraan kebutuhan biaya’sekolah dan biaya
hidup di luar negeri yang ditandatangani- di
atas meterai oleh Nasabah.

Perkiraan kebutuhan biaya berobat dan ako-
modasi yang ditandatangani di atas meterai
oleh Nasabah.

Perkiraan kebutuhan biaya perjalanan dan
akomodasi yang ditandatangani di atas mete-
rai oleh Nasabah.

BANK INDONESIA,
' ttd.
MIRZA ADITYASWARA
DEPUT! GUBERNUR SENIOR

Al
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| LAMPIRAN V

DOKUMEN UNDERLYING TRANSAKSI UNTUK
INVESTASI BERUPA DIRECT INVESTMENT,
PORTFOLIO INVESTMENT, PINJAMAN,
MODAL DAN INVESTASI LAINNYA DI DALAM
DAN DI LUAR NEGERI

A. Dokumen Underlying Transaksi yang Bersifat Fi-

nal

1. Bukti kepemilikan investasi dalam valuta asing
yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang
termasuk surat perjanjian jual beli atas in-
vestasi antara lain dalam bentuk saham, obli-
gasi, surat berharga lainnya, bukti pembagian
dividen, dan hasil investasi lainnya.

2. Surat permintaan penyetoran rekening saldo
atas transaksi tertentu yang dipersyaratkan
oleh otoritas yang berwenang. .

3. Dokumen kredit yang terdiri dari:

a. fotokopi surat perjanjian kredit {loan agree-
ment) atau dokumen ‘terkait fainnya yang
dapat menunjukkan jadwal dan jumlah
pembayaran, dan

b. fotokopi bukti penarikan kredit yang dapat
menunjukkan adanya penarikan dana, an-
tara lain mutasi rekening dari kreditur ke-

pada debitur atau bukti perintah transfer
dana berupa MT 103.

4. Bukti keikutsertaan Nasabah dalam tender
dan penyediaan jaminan/bank garansi dalam
mata uang asing.

5. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan
tambahan dekumen lain yang menggambar-
kan besarnya nominal Rupiah untuk pem-
bayaran dividen ke pemegang saham asing.

6. Kontrak investasi kolektif untuk transaksi rek-
sadana dalam valuta asing.

Dokumen Underlying Transaksi Berupa Perkiraan

Proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu
proyek tertentu untuk jangka waktu 3 tahun ke
depan terhitung sejak tanggal transaksi, yang dis-
usun oleh Nasabah dan ditandatangani cleh pe-
jabat berwenang dari Nasabah (dengan menyer-
takan dokumen kontrak kerja dan/atau dokumen
terkait lainnya).

BANK INDONESIA,
ttd.
MIRZA ADITYASWARA
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

{BN )

BESARAN TINGKAT MUTU PELAYANAN PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN

LISTRIK NEGARA TAHUN 2016
(Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 3 K/23/DJL.3/2016,
tanggal 8 Januari 2016)

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,

Membaca :

a.

Surat Direktur Bisnis Regional Maluku dan Pap-
ua PT PLN (Persero) Nomor 157/EPI.00.04/DIR-
REGMP/2015 tanggal, 30 Oktober 2015;

Surat Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Ten-
gah PT PLN (Persero) Noemor 0528/MNJ.03.01/
DIR/2015 tanggal 23 November 2015;

d.

Surat Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur
dan Bali Nomor 0948/MUM.00.01/DITREG-JBTB/
20 15 tanggal 24 November 2015;

Surat Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT PLN
(Persero} Nomor 0432/AGA.01.01/DITREGKAL/
20 1 5 tanggal 27 November 2015;

Surat Direktur Bisnis Regional Jawa Ba-
gian Barat PT PLN (Persero} Nomor 0433/
AGA.01.01/DIRREG-JBB/2015 tanggal 27 No-
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